BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Penegakan hukum tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan
dihubungkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan kesehatan dapat digunakan untuk menjerat pelaku
pungutan liar yang khususnya dibidang kesehatan saat masa Covid-19.
Seorang oknum yang melakukan pungutan liar atau membantu seseorang
atau menghalang-halangi seseorang untuk menjalankan karantina kesehatan
merupakan suatu tindakan pidana yang dapat diancam pidana. Tetapi, pada
kenyataannya di Indonesia sendiri masih terdapat oknum pungutan liar
disebutkan dalam pasal yang diterapkan tersebut sanksi dibawah 5 tahun
penjara sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini
berdasarkan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pada
intinya penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian
bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam tindak pidana itu diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Hambatan Penegakan hukum pungutan liar karantina kesehatan dalam

upaya pencegahan Covid-19 yang dihubungkan dengan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan kesehatan, belum mampu
memberi manfaat dalam menangani pungutan liar karantina kesehatan.

3. khususnya untuk di bandar udara. Terdapat hambatan-hambatan
penegakan hukum untuk pungutan liar diantaranya adalah budaya pungli
yang sudah terbentuk terus-menerus di suatu Lembaga, sehingga
menyebabkan bahwa pungli adalah hal yang sangat biasa. Meskipun
pemerintah telah membuat Lembaga satgas saber pungli tetapi peran dari
masyarakat sangat diperlukan untuk membantu meminimalisir pungli
tersebut. Selain itu, terdapat upaya yang dapat dilakukan seperti
memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar yang setara, transparansi,

kontrol dari atasan berkala.

B. Saran

1.

Penegakan hukum untuk tindak pidana pungutan liar karantina kesehatan perlu
ditegaskan jerat hukuman yang lebih tegas sehingga masyarakat akan lebih
mematuhi peraturan tersebut. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku
tindak pidana pungutan liat karantina kesehatan, sehingga dapat menimbulkan
efek jera kepada pelaku, sehingga untuk kedepannya pelaku tidak melakukan
hal yang sama untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan menjadi
contoh untuk masyarakat jika tidak mematuhi peraturan tersebut hukumannya

tegas.
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2. Meningkatkan integrasi antara masyarakat dan pemerintah untuk bersama-
sama mengawasi kegiatan. Transparansi kerja dengan cara melaporkan kerja di
website resmi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan pendapat
dan juga mengawasinya. Selanjutnya, memangkas birokrasi dengan cara
digitalisasi sehingga dapat memangkas waktu dan berhadapan dengan beberapa

orang
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